
BUPATI SANGGAU
PROVINSI  KALIMANTAN  BARAT

PERATURAN BUPATI  SANGGAU

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG I?OAD M,AP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  KABUPATEN

SANGGAU TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  SANGGAU,

Menimbang       :  a.     bahwa dalam  rangka melaksanakan reformasi  birokrasi
Pemerintah  Daerah,  telah  ditetapkan  Peraturan  Bupati
Sanggau   Nomor   4   Tahun   2020   tentang   Rocrd   Mczp
Reformasi   Birokrasi   Pemerintah   Kabupaten   Sanggau
Tahun 2020-2024;

b.     bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   3
Tahun   2023   telah   ditetapkan   perubahan   ROQd   Mczp
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

c.     bahwa  dalam  rangka  menyesuaikan  dengan  Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023,  maka Peraturan Bupati
Sanggau Nomor 4 Tahun 2020, perlu diubah;

d.     bahwa      berdasarkan      pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf a,  huruf b,  dan  huruf c,  perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Perubahan  atas
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Roczd  Mc{p  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten
Sanggau Tahun 2020-2024;

Mengingat          :   1.      Pasal     18    ayat    (6)     Undang-Undang    Dasar    Negara
Republik Indonesia Tahun  1945;

2.     Undang-Undang     Nomor     27     Tahun     1959     tentang
Penetapan       Undang-Undang      Darurat       Nomor       3
Tahun     1953     tentang    Perpanjangan     Pembentukan
Daerah   Tingkat   11   di   Kalimantan   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1953    Nomor   9)    sebagai
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   1959   Nomor  72,  Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor  1820);

3.     Undang-Undang     Nomor    23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia     Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)
sebagaimana    telah    beberapa    kali    diubah,    terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Pen e tapan         Peratu ran         Pemerin tah         Pe nggan ti



Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022   tentang  Cipta
Kerja    Menjadi    Undang-Undang    (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.     Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang
Granc! Desi.gn Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5.     Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   25   Tahun   2020   tentang
Roacz Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik      Indonesia      Tahun      2020      Nomor      441)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan     Aparatur     Negara     dan     Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   25   Tahun   2020   Tentang
RoczcZ Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :  PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PERUBAHAN      ATAS
PERATURAN   BUPATI   SANGGAU   NOMOR   4   TAHUN   2020
TENTANG         ROAD        MAP        REFO RMAS I         BI RO KRA S I
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024.

Pasal I
Beberapa    ketentuan    dalam    Peraturan    Bupati    Sanggau
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Road Mcip Reformasi Birokrasi
Pemerintah       Kabupaten       Sanggau       Tahun       2020-2024
(Berita  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2020  Nomor  4),
diubah sebagai berikut:

1.     Ketentuan  Pasal   1   diubah,  sehingga  berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal  1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.     Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur

penyelenggara       pemerintahan        daerah       yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

3.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  bupati
dan    dewan    perwakilan    rakyat    daerah    dalam
penyelenggaraan     urusan      pemerintahan     yang
menjadi kewenangan daerah.

4.     Bupati adalah Bupati sanggau.
5.     Reformasi  Birokrasi  adalah  proses  menata  ulang

birokrasi  mulai  dari  tingkat  tertinggi  hingga  tahap
terendah  dan  melakukan  terobosan  baru  dengan
langkah-langkah     bertahap,     kongkrit,     realistis,
sungguh-sungguh,  berfikir  di  luar  kebiasaan  yang
ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar
biasa.

6.      Grand      Design      Reformasi      Birokrasi      adalah
rancangan    induk    yang    berisi    arab    kebijakan



pelaksanaan   reformasi   birokrasi   nasional   untuk
kurun waktu 2010-2025.

7.     Roac!    Map    adalah    rencana    kelja    rinci    dan
berkelanjutan  yang  menggambarkan  pelaksanaan
reformasi  birokrasi  dalam  kurun  waktu   5   (lima)
tahun mendatang.

8.     Rocrd    Mcip   Birokrasi    Reformasi    adalah    bentuk
operasional  groncz  desfgri  reformasi  birokrasi  yang
disusun dan dilakukan setiap  5  (lima)  tahun sekali
dan     merupakan     rencana     rinci     pelaksanaan
reformasi   birokrasi   dari   satu   tahap   ke   tahap
selanjutnya   selama   lima   tahun   dengan   sasaran
pertahun yang jelas.

9.     Reformasi     Birokrasi     General     adalah     strategi
pelaksanaan    reformasi   birokrasi    dalam   rangka
mempe rbaiki       manaj emen       internal       seluruh
perangkat daerah.

10.   Reformasi     Birokrasi     Tematik     adalah     strategi
pelaksanaan    reformasi    birokrasi   dalam    rangka
mempercepat   pelaksanaan   agenda  pembangunan
daerah.

11.   Tim    Kelja    Reformasi    Birokrasi    adalah    tim    yang
dibentuk teridiri dari tim pengarah dan tim pelaksana,
bertugas   untuk  merencanakan,   mengorganisasikan,
melaksanakan ,      mensosialisasikan ,      memfasilitasi,
memonitoring      dan       mengevaluasi      pelaksanaan
refomasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

2.     Ketentuan  Pasal  4  diubah,  sehingga  berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 4

(1)    Sistematika      dokumen      Rocicz      Map      Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a.  pendahuluan;
b.  fokus penajaman  Roac! Mcip Reformasi Birokrasi

tahun 2020-2024;
c.   agenda Reformasi Instansi Pemerintah;
d.  manajemen   pelaksanaan   Reformasi   Birokrasi;

dan
e.   penutup.

(2)     Roacz  Map  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Daerah
tahun   2020-2024   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat (1) tercantum dalam I.ampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati ini.

(3)     Pelaksanaan     Road     Map     Reformasi     Birokrasi
Pemerintah  Daerah  tahun  2020-2024  dijabarkan
dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah  Tahun  2020-2024  sebagalmana  tercantum
Lampiran     11     yang     merupakan     bagian     tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)    Fokus    pelaksanaan    Reformasi    Birokrasi    pada
Pemerintah   Daerah   meliputi   Refomasi   Birokrasi
General dan Reformasi Birokrasi Tematik.



(5)    Pelaksanaan        Reformasi        Birokrasi        General
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)   mencakup
implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi
di tingkat mikro.

(6)    Reforrnasi      Birokrasi      General      tingkat      mikro
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (5)    adalah
mengimplementasikan seluruh kebijakan Reformasi
Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat nasional,
serta  mengelola  pelaksanaan  setiap  program  dan
kegiatan mikro agar dapat terlaksana dengan masif
dan komprehensif pada setiap unit kerja.

(7)    Pelaksanaan        Reformasi        Birokrasi       Tematik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a.  pengentasan kemiskinan;
b.  peningkatan investasi;
c.   digitalisasi administrasi pemerintahan;
d.  peningkatan  penggunaan  produk  dalam  negeri;

dan
e.   pengendalian inflasi.

(8)    Untuk   melaksanakan   Reformasi   Birokrasi   pada
Pemerintah  Daerah,  dibentuk Tim  Kerja  Reformasi
Birokrasi.

(9)    Tim  Keria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (8)
bertugas    menyusun    dan    menetapkan    tujuan,
sasaran  serta  arah  kebijakan  Reformasi  Birokrasi
dan   menyampaikan   laporan   atas   rencana   aksi
Reformasi Birokrasi General Dan Reformasi Birokrasi
Tematik kepada ketua Tim Reformasi Birokrasi.

(10) Tim   Kerja   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (8)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal   11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 Desember 2023
Plt.  BUPATI SANGGAU,

ttd
YOHANBS 0NTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 21  Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPA

:E;AdL#Bu#Henn

AGIAN HUKUM,

ana AS. SAP..  M.Si
Pembina Tingkat I

NIP.  19750709  199903 2 006
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR       :    26 TAHUN 2023
TENTANG   :    PERUBAHAN    ATAS    PERATURAN

BUPATI   NOMOR   4   TAHUN   2020
TENTANG  ROAD  MAP  REFORMASI
BIROKRASI                     PEMERINTAH
KABUPATEN     SANGGAU     TAHUN
2020-2024

PERUBAIIAN ROAD MAP REFORIItASI BIROKRASI
PEMERINTAII KABUPATEN SANGGAU

TAIIUN 2020-2024

BABI
PENI)AHULUAN

1.1.    Latar Belakang
Reformasi Birokrasi (R13)  pada dasamya adalah upaya untuk melakukan

perbaikan    kinelja    birokrasi,     dengan    meningkatkan    kualitas    regulasi,
meningkatkan     efisiensi,     efektivitas     dan     akuntabilitas     seluruh     aspek
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, yang pada akhimya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami,
tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit.

Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi,
tetapi  juga  menyangkut  berbagai  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  di
kabupaten,    harmonisasi    dan    pelurusan    (streclm!im.ng)    berbagai    regulasi,
perubahan  pada manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong
kinelja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan  dan akuntabilitas
yang  mampu   mendorong  penyelenggaraan   pemerintahan  yang  bersih   dan
bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Langkah-langkah  perubahan  tersebut
diharapkan   dapat   membawa  dampak   positif  terhadap   upaya   peningkatan
kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kelja aparatur.

Keseluruhan  aspek  dimaksud  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tetapi  saling
terkait satu  sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh
pada  aspek  lain.  Karena  itu  reformasi  birokrasi  membutuhkan  waktu  yang
panjang,   biaya  yang  tidak   sedikit,   serta   konsistensi,   kesabaran,   pantang
menyerah  dan  pengorbanan  besar  para  pelakunya.  Dengan  demikian,  maka
pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan
yang    sistematis,    terstruktur,    bertahap,    dimana    setiap    tahapan    harus
menghasilkan  outptt{ yang  memberikan  dampak  penguatan  perubahan  pada
tahapan selanjutnya.

Pada  akhir  periode  Groncz  Design  RB  Tahun  2010-2025  yang  tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 81  Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan
telah  menghasilkan  birokrasi yang  berkelas  dunia.  Semakin  berkualitas  tata
kelola   pemerintahan   (gouemanee/,   semakin   baik   pula   hasil   pembangunan
(c!eLJezapmeut  ottteomes).  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  pembangunan
nyata  yang  manfaatnya  dirasakan  oleh  masyarakat  seperti  pro  pengurangan
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kemiskinan, pro lapangan pekeljaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara
pada    kesejahteraan    rakyat.    Namun,    walaupun    pelaksanaan    RB    telah
memasuki  periode  RoczcZ  Map  terakhir  Grtzrid  Design  RB  Tahun  2010-2025,
hasil   yang   ditunjukan   masih   belum   optimal.   Beberapa   upaya   RB   masih
berfokus  pada  proses  dan  belum  sepenuhnya  berfokus  pada  manfaat  yang
secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil  evaluasi  atas  pelaksanaan  RB  masih  menunjukkan  adanya  gap
antara  kondisi  capaian  terkini  dengan  kondisi  yang  diharapkan  pada  akhir
tahun   2025.    Gap   tersebut   dapat   dilihat   dari   dua   sisi,   yaitu   dari   sisi
perencanaan dan sisi pelaksanaan.  Pada sisi perencanaan,  konteks Rocicz Map
RB   2020-2024  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan   Menteri  Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB)   Nomor  25  Tahun  2020,
belum   optimal   mengakselerasi   tata   kelola   pemerintahan   yang   mendorong
percepatan  pencapaian  pembangunan  nasional  maupun  daya  saing  global.
Pada    sisi    pelaksanaannya,    pengelolaan    RB    di    level    nasional    maupun
instansional  belum  secara  optimal  dirasakan  masyarakat,  misalnya  terkait
kinerja konkret bagi masyarakat,  pelayanan publik, dan pengurangan praktek
Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).  Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih
dilakukan  secara  parsial  oleh  masing-masing  Instansi  Pemerintah  sehingga
belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.
Sehingga dengan  kondisi tersebut perlu  dilakukan  penajaman  terhadap  Rocid
Mczp   RB    2020-2024.    Penajaman   Rocid   Map   ini   juga   untuk   membantu
mempercepat    pencapaian    sasaran    pembangunan    nasional    yang    telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara  khusus,  aspek utama yang perlu  ditajamkan  dari  Road  Map  RB
2020-2024 adalah sebagai berikut:
1     Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map

RB  Nasional  belum  sepenuhnya  mampu  menjawab  isu  strategis  nasional
dan   intemasional   terkait   dengan   pembangunan   nasional,   daya   saing
pemerintahan,  pemberantasan  korupsi,  dan  isu-isu  strategis  yang  perlu
dijawab dengan akselerasi RB.
Sasaran  program  pembangunan  bersifat  lintas  sektor  dan  lintas  Instansi
Pemerintah  /cross  c'itffl.ng  isstte/,  sehingga  memerlukan  strategi  RB  untuk
mengorkestrasi percepatan pencapaian  sasaran lintas sektor dan instansi.
Kebijakan-kebijakan  RB  diharapkan  menjadi  kebijakan  kunci yang paling
berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
Pengelolaan   RB  yang  fokus   untuk   percepatan   pencapaian   tujuan   dan
sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui
perbaikan  sistem  dan  mana].emen  internal,  serta  isu  prioritas  antara lain
kemiskinan dan investasi.

4     Kolaborasi  pelaksanaan  RB  yang  cenderung  silo  (fragmented)  khususnya
antara instansi pengampu  indeks dapat berdampak pa.da pengukuran  RB
yang  tidak efektif,  sehingga  dibutuhkan  indikator  RB yang paling  relevan
dan   signifikan  untuk  mengukur  keberhasilan   RB,   sehingga  diperlukan
penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kiner].a yang sejenis.

Terkait    dengan    hal    tersebut,    maka    dalam    rangka    mewujudkan
terlaksananya   reformasi   birokrasi  yang   lebih   berdampak   dan   berorientasi
outcome,  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  menyusun  perubahan  road  map
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reformasi   birokrasi   yang   diharapkan   dapat   mendukung   arah   kebijakan
reformasi  birokrasi  nasional  dan  tentunya  tetap  mengsinergitas  pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.

1.2.    Maksud dan Tujuan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi
Pada hakikatnya,  Road  Map  RB  harus marnpu  menjabarkan visi,  misi,

dan  prioritas  pembangunan  nasional  dan  mampu  menjawab  isu   strategis
dalam   tata   kelola  pemerintahan  yang  menghambat   pencapaian   kebijakan
prioritas  nasional  tanpa  mengesampingkan  visi,  misi  serta  isu  strategis yang
tertuang  dalam  Perubahan  RPJMD   Kabuapen   Sanggau  Tahun   2019-2024.
Mengacu  pada  beberapa  permasalahan  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,
maka   perlu   dilakukan   penajaman   terhadap   Road   Map   RB   Pemerintah
Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 dengan maksud, sebagai berikut:
a.   Road    Map   menjadi   instrumen   yang   akan   memandu   perubahan   di

Lingkungan    Pemerintah    Daerah    Kabupaten    Sanggau    sesuai    dengan
karakteristik yang dimilikinya.  Dengan  demikian,  Road  Map harus sejalan
dengan   prioritas   pembangunan   daerah   baik  jangka   pan].ang   maupun
jangka menengahnya (RPJPD/ RPJMD) .

b.   Menjadi   instrumen   yang   mempersatukan   seluruh   kegiatan   reformasi
birokrasi   dalam   Lingkungan   Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Sanggau.
Dengan kata lain, Road Map akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan
program   reformasi   birokrasi   di   seluruh   Perangkat   Daerah   Pemerintah
Daerah Kabupaten Sanggau.

c.    Road  Map menjadi konsep  reformasi birokrasi yang berdampak nyata dan
berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Secara  spesifik  tujuan  penyusunan  Road  Map  RB  Kabupaten  Sanggau
adalah:
a.   Mempercepat  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  strategis  RB  .  Penajaman

Road Map RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB
sehingga   tujuan   dan   sasaran   strategis   RB   dapat   dirasakan   secara
signifikan oleh masyarakat.  Capaian RB Road Map RB 2020-2024 sebelum
penajaman   menunjukkan   bahwa   upaya   perbaikan   tata   kelola   telah
meningkat  di  khusunya  di  Kabupaten  Sanggau,  namun  upaya  tersebut
belum  signifikan  dirasakan  oleh  masyarakat.  Selama  ini  pelaksanaan  RB
masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-
masing  Perangkat  Daerah,  selain  itu  Road  Map  RB  2020-2024  sebelum
penajaman     disusun      sebelum     munculnya     pandemi     dan     belum
mengakomodir  tujuan   utama  Road   Map  pada  Grand   Design   Nasional.
Melalui   penajaman   Road   Map   RB   2020-2024   ini,   dapat   fokus   pada
perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda
Pembangunan Nasional.

b.   Mendapatkan  Road  Map  RB  yang  lebih  komprehensif dan  sesuai  dengan
kebutuhan.    Penajaman    bertujuan    untuk    mewujudkan    tata    kelola
pemerintahan  yang  dinamis,  adaptif,  serta  mampu  menjawab  kebutuhan
masyarakat.  Pelaksanaan  RB  tidak  hanya  berfokus  pada  menyelesaikan
permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan,  namun juga untuk
merespon    permasalahan   yang   nyata    terjadi    di    lapangan.    Berbagai
perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga
harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB.  Kebijakan RB
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perlu    disesuaikan    dengan    kebutuhan    birokrasi    menghadapi    kondisi
lingkungan    yang    disruptif,    tidak    terprediksi,    tida.k    menentu,    dan
berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

c.    Mendapatkan   Road   Map   RB   yang   mampu   menciptakan   integrasi   dan
orkestrasi pelaksanaan  RB yang sinergis dalam pemerintahan.  Penajaman
Road  Map  RB  2020-2024  dilakukan  untuk  mengurangi  silo  ffragmented/
antar  Perangkat  Daerah.   Pelaksanaan  RB  memerlukan  kolaborasi  yang
balk dari seluruh pihak yang terkait,  balk dari unsur pemerintah maupun
luar pemerintah.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  melalui penajaman  Road
Map    RB    2020-2024,    seluruh    Perangkat    Daerah    diharapkan    dapat
meningkatkan      sinergitas      untuk      mendorong      pencapaian      tujuan
Pembangunan Nasional dan Pembagngunan Daerah.

1.3.    Isu Strategis Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
RB  menghadapi  beberapa permasalahan,  tantangan,  dan  peluang pada

tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk
mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan  pada tahun  2024.
Isu-isu  strategis  tersebut  akan  mempengaruhi  konstruksi  penajaman  Road
Map RB.

1.1.1.   Isu Strategis di Tingkat Hulu
Isu   strategis   tingkat   hulu   merupakan   masalah-masalah   yang

terjadi    di     dalam     birokrasi    yang    bersumber    pada    tata    kelola
pemerintahan.  Isu  strategis tingkat hulu  umumnya akan  menimbulkan
potensi  masalah  lain jika  tidak  segera  ditangani.  Beberapa  isu  tingkat
hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:
1 ) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan    dengan    arahan    Presiden,    bahwa    birokrasi    harus
berorientasi   hasil.   Untuk   mewujudkan   arahan   tersebut,   terdapat
berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB.
Namun  dalam  praktiknya,  peran yang  silo  masih  menjadi  tantangan
dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB.  01eh
karena   itu   untuk   meningkatkan   efektivitas   peran-peran   tersebut
diperlukan  kolaborasi  dan  integrasi  dalam  rumusan  tujuan,  sasaran
/goczz setting/ dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal
Dalam   mewujudkan   transformasi    digital   yang   mendukung

kinelja  birokrasi,  pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Presiden
Nomor   95    Tahun    2018    tentang   Sistem    Pemerintahan    Berbasis
Elektronik  (SPBE).  Perumusan  kebijakan,  koordinasi  penerapan,  dan
evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE
belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.  Hal ini disebabkan,
masih   rendahnya   komitmen   pimpinan   tentang   pentingnya   SPBE
sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun
pemerintah daerah belum balk.  01eh karena itu diperlukan penguatan
dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan  Struktur dan Penyesuaian  Mekanisme  Ker].a  Baru yang
belum implementatif.



Penyederhanaan  birokrasi  merupakan  serangkaian  proses yang
terdiri dari penyederhanaan  struktur organisasi,  penyetaraan jabatan
dan   penyesuaian    sistem   kelja   pasca   penyederhanaan    birokrasi.
Penyesuaian  sistem ken.a pada Instansi  Pemerintah  dilakukan  secara
mendasar yang mampu  mentransformasi proses bisnis pemerintahan
menjadi  lebih   dinamis,   1incah,   dan   profesional.   Sistem   kelja  yang
sebelumnya  bersifat  beljenjang/hierarkis  menjadi  sistem  kerja  yang
sederhana  dengan  mengedepankan  pada  kerja  tim  yang  fokus  pada
hasil   serta   menghargai   kompetensi,    keahlian,    dan   keterampilan
dengan  dukungan  tata  kelola  pemerintahan  berbasis  digital,  untuk
mendukung  pencapaian  tujuan  organisasi.  Sebagai  pedoman  untuk
pelaksanaan  sistem kelja tersebut,  Menteri  PANRB  telah menetapkan
Peraturan  Menteri PANRB  Nomor 7 Tahun  2022  tentang Sistem Kerja
Pada  Instansi  Pemerintah  Untuk  Penyederhanaan  Birokrasi.  Dengan
telah     ditetapkannya     Peraturan     Menteri     ini,     seluruh     Instansi
Pemerintah   diminta   untuk   segera   menyesuaikan   sistem   keljanya
melalui penyempumaan  mekanisme keria dan proses bisnis birokrasi
yang   berorientasi   pada   percepatan   pengambilan   keputusan   dan
perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kelja yang baru,  Pejabat Fungsional akan dapat
ditugaskzm    secara   flexible,    changeable,    dan    rnoueable,    dengan
pengelolaan kinerja yang akuntabel.  Pegawai ASN tidak bekelja dalam
kotak-kotak   tertentu    melainkan   fokus   pada   pencapaian    tujuan
organisasi.  Dengan  mekanisme  kerja  tersebut,  Pegawai  ASN  dituntut
untuk mampu berkinelja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya,
dapat  dimanfaatkan  tidak  hanya  pada  unit  organisasi,  namun juga
dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas    Penyelenggaraan    Pemerintahan    yang    masih    menghadapi
kendala.

Integritas      dalam      penyelenggaraan      pemerintahan      masih
menghadapi banyak tantangan.  Hal ini terlihat dari masih banyaknya
temuan  penyimpangan,  baik yang  dilakukan  oleh  pimpinan  instansi
maupun   pegawainya.    Kelemahan   sistem   pengawasan   mendorong
terjadinya  perilaku  koruptif dan  pelanggaran  integritas.  0leh  karena
itu,     perlu     dilakukan     penguatan     sistem     pengawasan     dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.
BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kelja Aparatur Sipil

Negara   (ASN)   yang   menyederhanakan   nilai-nilai   dasar   ASN   yang
terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN,  yang  terdiri  atas  komponen  Berorientasi  Pelayanan,  Akuntabel,
Kompeten,   Harmonis,  Loyal,  Adaptif,  dan  Kolaboratif,   serta  budaya
integritas tinggi dan pelayanan prima.  Sehingga budaya kerja tersebut
dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku
menjalankan    tugas    dan    fungsinya,     sehingga    dapat    dijadikan
pengungkit.  Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada
Pemerintah    Daerah,    namun    belum    diinternalisasi    dengan    baik,
sehingga  pemahaman  makna  nilai  BerAKHLAK  belum  merata  pada
ASN  di  seluruh  Pemerintah  Daerah.  0leh karena itu,  perlu  dilakukan
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penguatan   dalam   intemalisasi   nilai   BerAKHLAK   secara   masif  dan
berkelanjutan.

1.1.2.  Isu Strategls di Tlngkat Hllir
lsu  strategis  tingkat  hilir  merupakan  masalah  yang  muncul  di

masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan  Nasional.  Isu
strategis hilir umumnya terjadi sebagal turunan yang muncul apabila isu
strategis   hulu   tidak   diselesaikan.   Beberapa   isu   strategis   hilir   yang
berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:
I)   Hasil   pelaksanaan   program-rogram   pengentasan    kemiskman   belum

sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.
Pemerintah  Daerah  telah  mengerahkan  sumber  daya  anggaran

yang     cukup     besar     untuk     melaksanakan     berbagai     program
pengentasan   kemiskinan.    Adapun   total   anggaran   pada   program
Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  dalam pengentasan kemiskinan pada
tahun  2022  mencapal  Rp  47  Milyar  dengan  total  43  program  yang
tersebar  pada  beberapa  Perangkat  Daerah.  Namun  dengan  anggaran
sebesar  itu,  hanya  mampu  menurunkan  angka  kemiskinan  sebesar
0,04% dari 4,55°/o (Maret 2021)  menj.adi 4,51°/o (Maret 2022).

Selain      sumber     daya     anggaran     yang     besar,      program
pembangunan  juga  melibatkan  berbagal  sektor  pemerintahan  yang
memiliki  potensi   keterkaitan  berdasarkan  target  output  dan  lokus
kegiatannya.  Namun,  belum  terdapat kolaborasi  utuh  dalam  langkah
strategis  yang  utuh.  Di  lain  sisi,  kualitas  tata  kelola  lintas  instansi
belum  sejalan  dengan  capaian  RB  dan  akuntabilitas  instansi  yang
cenderung sudah baik.

2)   Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.
Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan,

energi,    dan   keuangan   menyebabkan    semua   negara   membutuhkan
investasi.   Peningkatan   investasi  dipengaruhi   oleh   keputusan   investor
untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan
kemudahan   berusaha   pada   suatu   negara.   Salah   satu   faktor   yang
berpengaruh    pada    kemudahan    dalam    berusaha    adalah    perizinan
berusaha dan berinvestasi.  Selama ini,  izin berusaha dan berinvestasi  di
Indonesia  identik  dengan  proses  yang  rumit  dan  membutuhkan  waktu
yang    lama.    Sehingga,    Pemerintah    Indonesia    kemudian    mengambil
langkah  dengan  penerapan  omni.btJs  !ato.  0leh  sebab  itu,  RB  diarahkan
untuk    memperkuat    penerapan    omm.btJs    jatu    serta    meningkatkan
cor7ipef{.tiL/eness I.ndex sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3)  Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.
Perubahan  lingkungan  global yang tidak terprediksi  dan  berciri

VU CA (Volatility, Uncertairrty, Compleritg, Ambiguity) menuntut scturuh
sektor,  termasuk  birokrasi,  agar  dapat  bekerja  secara  ag{Ze,  ndc{ptiL/e,
dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Dilain sisi, masyarakat juga
menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan  publik.  0leh
sebab  itu,   RB  diarahkan  untuk  mendorong  terciptanya  digitalisasi
administrasi  pemerintah   agar  dapat  mendukung  pelayanan   publik
yang lebih cepat dan mudah.



4)    Dampak inflasi yang tidak terkendali.
Pada  dasamya  inflasi  menggambarkan  kondisi  ekonomi  suatu

negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak
terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-
harga,   menurunnya  daya  beli  masyarakat,   dan  peningkatan  suku
bunga.  Dampak  jangka  panjang  darn  inflasi  adalah  adanya  potensi
Pemutusan      Hubungan      Kelja      (PHK)      sehingga      menyebabkan
peningkatan  pengangguran yang berpotensi  pada  peningkatan  angka
kemiskinan.  0leh  sebab  itu,  pemerintah  perlu  meprioritaskan  untuk
menyelamatkan  masyarakat agar  tidak banyak yang jatuh  ke jurang
kemiskinan akibat dari adanya kenalkan harga.
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2.1.    Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran dan lndikator
Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan program reformasi

birokrasi,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  bersifat  parsial  dan  belum
terkoordinir   dan    terintegrasi   dengan    baik.    Program   reformasi   birokrasi
Pemerintah    Kabupaten    Sanggau    tahun    2020-2024    diharapkan    mampu
mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  ada.  Koordinasi,  integrasi  dan
keberlanjutan     program-program     reformasi     birokrasi     diharapkan     lebih
memberikan    manfaat    serta    dampak    yang    cukup    signifikan    terhadap
peningkatan  kinelja  Perangkat  Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten,
yang  pada  akhimya   memberikan   kontribusi   positif  terhadap   peningkatan
kinelja  organisasi  secara  keseluruhan  dalam  memberikan  dukungan  teknis
administrasi    serta    analisis    kepada    Bupati    dan    Wakil    Bupati    dalam
penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun  meskipun  pada  Road  Map  RB  2020-
2024  sebelum  penajaman,  indikator-indikator tata  kelola  pemerintahan  telah
ditetapkan  menjadi  indikator  tujuan  RB,  namun  prograln  dan  upaya  yang
dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapal
indikator  tersebut.  Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  salah  satu  fokus  dalam
penajaman Road Map RB 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran,
dan  indikatornya  agar  lebih  relevan  dan  berdampak  terhadap  Pembangunan
Nasional,   serta   lebih   mencerminkan   penyelesaian   atas   berbagai   isu   dan
permasalahan  khas  birokrasi  Indonesia  dengan  segala  keterbatasan  sumber
daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu
tata  Kelola pemerintahan yang belum  berkontribusi  signifikan  dalam  capaian
Pembangunan  Nasional,  masih  adanya  tindak  pidana  korupsi  yang  teljadi,
kualitas  pelayanan  publik  yang  belum  prima,   serta  ketertinggalan  dengan
birokrasi  negara  lain.   Strategi  yang  akan  digunakan  untuk  menjawab  isu
tersebut  adalah  dengan  mendorong  terciptanya  birokrasi  digital  yang  lincah,
kolaboratif    dan    akuntabel,    didukung    dengan    budaya    birokrasi    yang
berorientasi kinerja dan pelayanan,  serta individu ASN yang lebih  profesional.
Gambaran fokus penajaman tujuan,  sasaran,  dan  indikator dalam  Road  Map
RB  2020-2024  setelah  penajaman  dibandingkan  dengan  Road  Map  RB  2020-
2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 2.1  berikut:



Gambar 2.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan  RB
Sumber : Kementerian PANRB

CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN RB GENERAL

Kementerlan/Leml)aga Pemerintah Daerah

2.1.1. Tujuan RE
Tujuan  yang  terdapat  pada  Road  Map  RB  2020-2024   sebelum

penajaman  adalah  "Pemerintahan  yang  balk  dan  bersih",  sedangkan
tujuan   dari   Road   Map   RB   2020-2024   setelah   penajaman   adalah
"Birokrasi    yang    bersih,     efektif    dan    berdaya    saing    mendorong

pembangunan   nasional   dan   pelayanan   publik".   Tujuan   RB   harus
diarahkan  untuk  dapat  menjawab  isu  utama  RB  yang  berkembang
beberapa   tahun   terakhir.   Isu   tersebut  adalah   terkait  dampak   dan
kontribusi   RB   pada   Pembangunan   Nasional,   peningkatan   kualitas
pelayanan  publik,  penciptaan  pemerintah yang  bersih  dan  bebas  KKN,
serta   peningkatan   daya   saing   Indonesia   dibanding   dengan   negara
lainnya.

2.1.2.  Sasaran Stmtegls RB
Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB 2020-2024 sebelum

penajaman  terdapat  tiga  sasaran  strategis  RB,  yaitu  birokrasi  yang
bersih  dan  akuntabel,  birokrasi  yang  kapabel,  dan  pelayanan  publik
yang prima.  Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran
strategis   RB   disederhanakan   menjadi  dua  aspek  yaitu,   aspek  hard
element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai
perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana,
cara kelja,  strategi,  serta sistem dan  regulasi dalam pemerintahan dan
aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan
sumber  daya  manusia.  Adapun  sasaran  strategis  RB  adalah  sebagai
berikut.
1)    Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, 1incah, dan

kolaboratif   sebagai   aspek   hard   element.   Sasaran   ini   berkaitan
dengan    tata    kelola    pemerintahan    (governance)    yang    mampu
mempertanggungjawabkan    penggunaan     sumber    daya    melalui



penciptaaan    hasil/dampak   yang    nyata    bagi    masyarakat    dan
pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi
dan   cepat   beradaptasi   dalam   merespon   perubahan   lingkungan
strategis   yang   berciri   VUCA   (Volatility,   Uncertainty,   Complexity,
Ambiguity).     Strategi     utama    untuk    menciptakan     tata    kelola
pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan
komunikasi  sebagai  instrumen  utama  dalam  proses  intemal  tata
Kelola pemerintah yang balk dan penyediaan pelayanan publik yang
berkualitas.

2)    Terciptanya    budaya    birokrasi    BerAKHLAK    dengan    ASN    yang
profesional sebagai aspek soft element.  Sasaran ini berkaitan dengan
budaya  birokrasi  yang  mengedepankan   nilai  orientasi  pelayanan,
akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam
pelaksanaan    tugas    menyelenggarakan    pelayanan    publik    yang
berkualitas   dan   mempercepat   pencapaian   tujuan   dan   sasaran
pembangunan   nasional,   serta   diisi   dengan   ASN   yang   memiliki
komitmen,  kemampuan,  motivasi,  perilaku,  kinelja  dan  daya  saing
yang tinggi.

2.1.3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama
Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang

dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang
dikenal  dengan  delapan  area  perubahan.  Delapan  area  perubahan  ini
meliputi    Manajemen    Perubahan,    Deregulasi    Kebijakan,    Penataan
Organisasi,  Penataan Tata laksana,  Penataan SDM Aparatur,  Penguatan
Akuntabilitas,    Penguatan    Pengawasan,    dan    Peningkatan    Kualitas
Pelayanan  Publik.  Pada  Road  Map  RB  2020-2024  setelah  penajaman,
kegiatan   RB   tidak   akan   dikaitkan   dengan   delapan   area  perubahan
melainkan   akan   berfokus   pada   pelaksanaan    Kegiatan    Percepatan
(acceleration).  Kegiatan  percepatan  adalah  kegiatan  yang  dimaksudkan
untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatankegiatan
RB  lain yang  sudah  dilaksanakan  pada tahun-tahun  sebelumnya yang
perlu dipastikan keberlanjutannya.

2.1.4.Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB
Ekspektasi    Presiden,     masyarakat,     dan    dunia    usaha    atas

pelaksanaan    RB    adalah    menciptakan    hasil/dampak    yang    dapat
dirasakan secara nyata,  cepat,  dan  tepat menyentuh isu/perlnasalahan
falctual.  RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu
hulu,  yaitu  masalah-masalah  tata  kelola  pemerintahan  yang  terjadi  di
internal  birokrasi,  namun  juga  isu  hilir  yaitu  masalah-masalah  yang
muncul     di     masyarakat     dan     terkait     dengan     agenda     prioritas
Pembangunan  Nasional.  Atas  dasar  hal  tersebut,  Road  Map  RB  2020-
2024  setelah  penajaman  mengarahkan  pelaksanaan  RB  ke  dalam  dua
fokus yang disebut dengan "double  track", yaitu  fokus  penyelesaian  isu
hulu yang disebut dengan RB General,  serta fokus penyelesaian isu hilir
yang disebut dengan RB Tematik.
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2.2.    Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Berbagai  perbaikan  telah  dilakukan  dalam  tata  kelola  pemerintahan,

mulai  dari  penyederhanaan  birokrasi,  penyetaraan  jabatan,  pengembangan
arsitektur SPBE yang terintegrasi,  efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (APBD),  sampai  dengan  pengintegrasian pelayanan  publik dalam mall
pelayanan   publik.   Semua   upaya   tersebut   bertujuan   untuk   menciptakan
birokrasi  Indonesia  yang  berkelas  dunia  sebagai  tujuan  akhir  darn  Grand
Design    RB   Tahun   2010-2025.    Beberapa   capaian   dari   pelaksanaan    RB
Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  sampai  akhir  tahun  2022  adalah  sebagai
berikut:

2.2.1. Capaian Reformasi Birokmsi General
a)  Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sanggau

Penyederhanaan    struktur   organisasi,    penyetaraan   jabatan,   dan
penyesuaian   sistem   ken.a   baru   dilakukan   agar   proses   kerja   birokrasi
menjadi   lebih   cepat,   efektif,   efisien,   dan   dinamis   dalam   pengambilan
keputusan. Terdapat 221 jabatan administrasi pada Pemerintah Kabupaten
Sanggau  yang  telah  disederhanakan,  diantaranya  219  jabatan  pengawas
dan 2 jabatan administrator yang  telah dialihkan ke Jabatan Fungsional.

b)   Monitoring Center For Prevention (MCP) Kalimantan Barat
Mom.to7i7ig      Cerrfer     For     PreL/erLtiort      (MCP)      adalah      instrumen

pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang
terdiri atas sejumlah area, indikator,  dan sub-indikator.  Berdasarkan data
realisasi   Capaian   MCP   dari   Komisi   Pemberantasan   Korupsi   Republik
Indonesia,   capaian   MCP   Pemerintah   Kabupaten   Sanggau   mengalami
peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai mama tabel berikut :

Tabel Mori{toring Center For Preuentio7t (MCP) Pemerintah Kabupaten
San88au

Komponen Hasil 2020 2021 2022
Perencanaan danPenggaranAPBD 78 56,69 85,52

PengadaanBarangdanJasra 66 86,46 93,62

PelayananTerpaduSatuPintu 60 84,50 83,48

APIP 62 58,85 74,59
Manajemen ASN 62 57,19 86,53

Optimalisasi PajakDaerah 48 76,38 68,44

Manajemen AsetDaerah 66 74,55 86,29

Tata Kelola DanaDesa 55 82,20 85,30

TOTAL 63 71,65 83'40
Sumber : Surat Korrdsi Pemberan±asan Korupsi Repubttk Indonesia
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c)   Nilai SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinelja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan

rangkaian  sistematik  dari  berbagai  aktivitas,   alat,   dan  prosedur  yang
dirancang untuk tujuan  penetapan  dan  pengukuran,  pengumpulan data,
pengklasifkasian,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kinelja  pada  instansi
pemerintah,  dalam  rangka  pertanggungjawaban  dan  peningkatan  kinelja
instansi  pemerintah  yang  diterapkan  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Barat dan terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan  evaluasi  dari  Kementerian   Pendayagunaan  Aparatur
pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sanggau berhasil meraih predikat
"8" dengan nilai 60,88 dalam evaluasi penilaian SAKIP, dimana pada tahun

sebelumnya (2020-2021 )  Kabupaten Sangggau masih memperoleh predikat
CC   dan   2019   memperoleh   predikat   C.   Selaln  itu   pula  SAKIP  berhasil
mencegah   potensi   pemborosan   APBN/APBD   melalui   skema   croscLtting
program kegiatan.  Berikut nilai SAKIP Kabupaten Sanggau tahun 2019 s.d
2022  :

Grafik Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sanggau 2019-2022
r.______.____.-.__._____.__________________________________._`_____._I____________________l

2019                 2020                 2021

60.-88

2022

Sumber : Kementerian Pendauagunaan Aparafur Negara dan
Roformasi Birohasi

d)   Indeks SPBE
Komitmen      pemerintah      untuk      menciptakan      tata      kelola

pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan
publik   yang   berkualitas,   diwujudkan   melalui   penggunaan   teknologi
informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan.  Pada tahun 2022
Pemerintah   Kabupaten   Sanggau   memiliki  tingkat  kematangan   SPBE
"baik".   Dengan   nilai   2,88.   Indeks   SPBE   Kabupaten   Sanggau   terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat dari
tebel berikut :
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Tebel lndeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sanggau 2019-2022

Tahun 2019 2020 2021 2022

Indeks SPBE Sanggau 2.36 2.03 2 .2:J 2.88

Su;mber : IItnas Korrunndhasi dci,n Infiormatika Kabupaten Scmggcou

e)   Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mat Pelayanan Publik
(MPP)

MPP  merupakan  wujud  kolaborasi  pelayanan  telpadu  pada  satu
tempat  dari  berbagai  pihak  mulai  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah
daerah,  swasta,  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  hingga  Badan
Usaha   Milik   Daerah   (BUMD).   MPP   bertujuan   untuk   meningkatkan
kecepatan,    kemudahan,   jangkauan,    kenyamanan,    dan    keamanan
pelayanan.  Pada tahun 2022  MPP Kabupaten Sanggau telah diresmikan
oleh   Kementerian   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reforlnasi
Birokrasi.

Secara  umum   progres   capaian   RB  juga  dapat  dilihat  melalui
Indeks  RB   Kabupaten  Sanggau.   Indeks  RB   menggambarkan  tingkat
kemajuan   pemerintah   daerah   dalam   menciptakan   birokrasi   yang
berkualitas.  Pada  Gambar  1.1.  disajikan  grafik  lndeks  RB  Kabupaten
Sanggau   selama   empat   tahun   terakhir.   Secara   umum,   Indeks   RB
Kabupaten   Sanggau   cenderung  mengalami   penin8katan   pada   setiap
tahunnya,   namun   secara   keseluruhan   capaian   indeks   RB   masih
dianggap  belum  mencapal  target,  khusunya  dalam  RPJMD   sehingga
perlu  dilakukan  upaya-upaya  konkrit  untuk  meningkatkan  indeks  RB
agar rnampu mencapai kategori baik dan mencapai target akhir RPJMD.

Grafik lndeks RB Kab. Sanggau 2019-2022
__._ I.   ___ ___________ ___.__.___.__._____ _ __ _____

461------

44
2019_Sirwie_r 2o2o                2oe 1 2022

Kemeriterian Pendayagunaan Aparafur Negara dcm
Refor"rsi Birokrasi

Berkenaan   dengan   percepatan   reformasi   birokrasi,   Pemerintah
Kabupaten Sanggau terus berkomitmen dan mengawal langkah-1angkah
percepatan yang menjadi strategi reformasi birokrasi dengan melibatkan
upaya  dan  kolaborasi  Tim  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten
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Sanggau  bersama  seluruh  Perangkat  Daerah  sebagai  pelaksana  dan
penguat dalarn percepatan reformasi birokrasi.

2.2.2. Capaian Refornia3l Birokmsi Terriatilk

1 )  Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan

a)   Indeks pembangunan Manusia
IPM  merupakan  indikator  penting  untuk  mengukur  keberhasilan

dalam         upaya         membangu n         kualitas         hidup         man u sia
(masyarakat/penduduk) yang dibentuk oleh 3  (tiga) dimensi dasar yaitu
umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Selain  itu,   IPM  juga  menjelaskan   bagaimana  penduduk  dapat
mengakses    hasil    pembangunan    dalam    memperoleh    pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan     data     Badan     Pusat     Statistik     (EPS),     Indeks
Pembangunan    manusia    di    Kalimantan    Barat    terus    mengalami
peningkatan  dalam  kurun  waktu  tahun  2019  s.d  2022  sebagaimana
tabel berikut :

Grafik Indeks Pembangunan Manusia
Kab. Sanggau 2019-2022

I    67.2
I

167

I    66.8

)   66.6

I   66.4

I    66.2

i66
i    65.8

I

;    65.6

I    65.4

i    65.2

:65

(

65.67

2019

IPM Kab. Sanggau

__ _  _' _ J56m I.

Sumber .. BPS Kabupaten Sanggou

b)   Angka Kemiskinan
Persentase  penduduk  misldn  merupakan  persentase  penduduk

suatu   wilayah  yang  berada  di  bawah   garis  kemiskinan.   Persentase
penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di
suatu  wilayah  juga  tinggi.  Secara  persentase  penduduk  miskin  pada
tahun 2022 tercatat sebesar 4,51 persen, menurun 0,04 persen terhadap
tahun 2021 sebagaimana table berikut :
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Tabel Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sanggau
Tahun 2021-2022

Tahun 2021 2022

Persentase Penduduk Miskin Kab. Sanggau 4,55 4,51

Su:mber : BPS Kabupaten Sanggau

c)    Jumlah Desa Mandiri
Perkembangan  status  Indeks  Desa  Mandiri  Kabupaten  Sanggau

Tahun  2019  -  2022  terus  mengalami  peningkatan  yang  cukup  pesat
dimana  pada  tahun  2021  -  2022  tercatat  tidak  terdapat  desa  yang
berstatus  Sangat  Tertinggal.   Selain  itu   desa  dengan   status  Mandiri
mengalami   kenaikan   yang   siginifikan   setiap   tahunnya   sebagalmana
dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Jumlah Desa Mandiri
Kab. Sanggau Tahun 2019-2022

Jumlah Desa Mandiri Kab. Sanggau

st;rftber
2021

DPMPEMDES Kabupaten

57

Scnggau

2)  Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan lnvestasi
Realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal

dalam negeri di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dalam kurun
waktu  2019  -  2022,  hal  tersebut  dikarenakan  adanya wabah  pandemi
covid-19   yang   menyebabkan   penurunan   perekonomian   di   seluruh
Indonesia,  namun  ditahun  2022  s.d  2023  realisasi investasi  berangsur
naik sebagaimana pada tabel berikut :
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Grafik Realisasi lnvestasi Pemerintah
Kab. Sanggau Tahun 2019-2022

Realtsasi lnvestasl  (Rp. Milyar|
-

2019 2020                           2021

Sumber : DPMP'I`SP Ka:bii,pcten Sanggou.

3)  Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi
Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan

jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga
barang  dan  jasa  di  dalam  negeri  meningkat,  maka  inflasi  mengalami
kenaikan.   Naiknya   harga   barang   dan   jasa   tersebut   menyebabkan
turunnya  nilai  uang.   Dengan  demikian,  inflasi  dapat  juga  diartikan
sebagai  penurunan  nilai  uang  terhadap  nilai  barang  dan  jasa  secara
umum.

Berdasarkan    sumber    data   dari    BPS,    sejak   Januari    2020,
pengukuran inflasi di  Indonesia menggunakan IHK tahun  dasar 2018  =
loo.  Perubahan  tersebut  didasarkan  pada  Survey  Biaya  Hidup  (SBH)
2018  yang  dilaksanakan  oleh  EPS,   sebagai  salah  satu  bahan  dasar
utama dalam penghitungan IHK.

Untuk wilayah Kalinantan Barat, terdapat 2 kota dan 1 kabupaten
yang melaksanakan SBH 2018. 2 Kota yang melaksanakan SBH tersebut
adalah  Kota  Pontianak dan  Kota  Singkawang.  Kedua  kota  ini  memang
sudah menjadi cakupan kota SBH 2012.  Sedangkan Kabupaten Sintang
merupakan kota baru yang menjadi tambahan sampel kota SBH 2018.

Untuk    Kabupaten    Sanggau    tingkat    inflasi    tidak    dihitung
dikarenakan  Kabupaten  Sanggau  termasuk  kab non  IHK dan mengacu
pada tingkat inflasi Kabupaten Sintang.

Tingkat   inflasi   gabungan   3   kota   IHK   di   Kalimantan   Barat
merupakan   gabungan   dari   3   kota   inflasi   yang   berada   di   provinsi
Kalimantan  Barat  yaitu  Pontianak,  Singkawang,  dan  Sintang.  Selama
tahun  2022,  tingkat  inflasi  bulanan  gabungan  3  kota  IHK  Kalimantan
Barat berada di rentang -0,96 persen hingga  I,58 persen. Secara umum
tingkat inflasi ini relatif berfluktuasi antar waktunya sebagaimana dapat
di lihat pada grafik - grafik berikut :
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Perkembangan Inflasi Umum Bulanan Gabungan 3 Kota IHK di
Kalimantan Barat (Persen)

Sumber : BPS FTovinsi Kalimantan Barat

Inflasi   gabungan   tertinggi   teriadi   pada   September   2022,   yaitu
sebesar   1,57  persen.   Sedangkan  inflasi  terendah  terjadi  pada  bulan
Oktober  2022  yaitu  sebesar  0,07  persen.  Inflasi  relatif tingct  di  bulan
September  terutama  disebabkan   oleh  kenaikan  harga  Bahan  Bakar
Minyak   (BBM)   yang   ditetapkan   oleh   Pemerintah   pada   tanggal   3
September   2022.    Komoditas   yang   juga   memicu    inflasi   di    bulan
September adalah  daging ayam  ras,  sawi  hijau,  daging babi dan  solar.
Sementara itu,  inflasi cukup rendah di bulan Oktober 2022  dipicu  oleh
kenaikan  harga  pada  komoditas  bensin,  beras,  bayam,  shampoo  dan
jeruk. (Sumber : BPS, Katalog 7102004.61, Indeks Harga Konsumen Dan
Ifaju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022).

Perkembangan lnflasi Umum Bulanan Nasional dan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Persen)

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat
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Perkembangan Inflasi Umum Tahun Kalender Nasional dan Tiga
Kota IHK Tahun 2022 (Persen)

Sumber : EPS Provinsi Kalimantan Barat

Inflasi gabungan  3  kota IHK di Kalimantan Barat pada Desember
2022  balk  inflasi  tahun  kalender  lyear to  date)  maupun  tingkat  inflasi
tahun  ke  tahun  lyear  on  year)  mencapai  inflasi  sebesar  6,30  persen.
Secara umum,  inflasi agregat 3  kota inflasi di  Kalimantan  Barat tahun
2022  berada diatas  target  inflasi yang ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia
yaitu  sebesar  3±1  persen.  (Sumber  :  BPS,  Katalog  7102004.61,  Indeks
Harga  Konsumen  Dan  I,aju  lnflasi  Provinsi  Kalimantan  Barat  Tahun
2022).

Kemudian untuk laju  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau
jika dilihat secara year-on-year (y-o-y) yaitu tahun 2022 dibanding tahun
2021 ly-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 0,42 persen sebagalmana
dapat dilihat pada graffl{ berikut :

Grafik Pertumbuhan PDRB Kab. Sanggau Tahun 2019-2022

Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB| Kab. Sanggau tahun 2019-2022

Sumber : EPS Kabupaten Sanggau
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4)  Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Pemerintahan : Penanganan
Stunting

Stunting   teljadi   karena   kekurangan   gizi   kronis   yang   dapat
disebabkan  oleh   kemiskinan  dan   pola  asuh  yang  tidak  tepat,  yang
mengakibatkan   kemampuan   kongnitif   tidak   berkembang   maksimal,
mudah  sakit dan  berdaya  saing  rendah,  sehingga  bisa  terjebak  dalam
kemiskinan.  Untuk mengatasi stunting masyarakat perlu  dididik untuk
memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita dan Indonesia
khususnya    Kabupaten    Sanggau    fokus    pada    1000    Hari    Pertama
Kehidupan yaitu terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun.
Adapun sebaran stunting pada balita tahun 2022 di Kabupaten Sanggau
dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Persentase Prevalensi Stunting Kab. Sanggau Tahun 2019-2022
)

1                     29.68
30

2021 2022

Sumber : Dinas Kesehatah Kabupaten Sanggau

5)  Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri
Saat   ini   ketidakpastian   global   mengakibatkan   semua   negara

mengalami    kesulitan    ekonomi,    hal    ini    menjadi    tantangan    bagi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memacu pertumbuhan
ekonomi   dengan   memanfaatkan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
membeli produk dalam negeri.

Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau
terus berkomitmen dalam mendukung penggunaan barang dalam negeri
melalui    penerapan    e-catalog   local   dalaln    pelaksanaan    pengadaan
barang/jasa.    Salah   satunya   dengan   aplikasi   e-catalog   local   milik
Kabupaten Sanggau yaitu "Kotomoli".

Aplikasi terssebutselaln umtuk mengoptimalkan pemanfaatan toko
daring   dan   peningkatan   peran   serta   pelaku   UMKM   dengan   tetap
mewujudkan  prinsip-prinsip  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang
efisien,  efektif,  transparan,  akuntabel  adil  dan  tidak  diskriminatif juga
untuk meningkatkan penggunaan produk dalam Negeri.
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Dilihat  dari  capaian   reformasi  birokrasi   Pemerintah   Kabupaten
Sanggau  dengan  target Road  Map  Reformasi Birokrasi  Nasional terbaru,
bahwa implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau
menunjukkan   peningkatan  yang  selaras  dengan   arah   pembangunan
nasional  dan  peningkatan  pelayanan  publik.  Sementara  untuk  capaian
yang  belum  optimal  merupakan  tantangan  bagi  Pemerintah  Kabupaten
Sanggau  untuk  menciptakan  perubahan  dan  inovasi  dalaln  percepatan
reformasi birokrasi selanjutnya.
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BAD Ill
AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAII

3.1.   Perencanaan Reforlliasl Blrohasl General

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam
dua   tingkatan,   yaitu   Nasional   dan   Instansional.   Pada   tingkat   Nasional,
pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro
mencaltup penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara nasional serta
monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan
mikro.  Tingkat pelaksanaan  meso  mencakup pelaksanaan kebijakan  RB  oleh
instansi   yang   ditetapkan    sebagal   leading   institution.    Instansi   tersebut
bertanggung     jawab     dalam     perumusan     kebijakan-kebijakan     inovatif,
meneljemahkan kebijakan makro,  mengkoordinasikan pelaksanaan  kebijakan
tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta
menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN.

`

lNSTANSI0qu

Adapun   tingkatan   lnstansional,   atau   disebut  juga   dengan   tingkat
pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah
ditetapkan      pada      tingkat      makro      dan      meso      di      masing-masing
kementerian/1embaga/pemerintah   daerah   serta   program   inovasi   RB   yang
diperlukan  masing-masing  kementerian/lembaga/ pemerintah  daerah   untuk
mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Dalam  pelaksanaannya,  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Pemerintah
Kabupaten   Sanggau   mengakomodir   kebutuhan   dan   tantangan   reformasi
birokrasi  di  tingkat  mikro  dalam  mewujudkan  penyediaan  pelayanan  publik
yang   berkualitas   dan   peningkatan   kinelja   yang   berkelanjutan   melalui
percepatan  reformasi  birokrasi  pada  prioritas  kegiatan   utama  yang  telah
ditetapkan  dalam  Road  Map  Nasional,  serta bersifat mandatory  sebagaimana
Sasaran   dan   Kegiatan   Utama   pada   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  3  Tahu  2023  yang  dapat
dilihat table berikut :
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Tabel Penetapan Terget Klnerja Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Kabupaten Sanggau

Sa.amp (Inmediate Outcome)
Kegiatal] Utama(Berda.arkanPermenp&nRENo.3Th2023)

Kegivtan UtamaPemkabSanggauya]igHendukungKetl&yanUtamaRoadHopHallonul

Indi[ator Kinerja
I    Baseline 2022

Target 2023

Unit£:,a:::eria|
Utama (IKU)

Koordinator Pelahana

SS  1  : Terclptaaya Tata Kelola Pemerlntah Digltal Yang I,incah, KOLaboratif dai) AIEuntfLbcl Indeke RE 55,73 (CC)

IndihatoT SS  1  : Indek& SPBE, CapaifLn AIEuntabilltae Kineda, dan Capaian AIEuntabnitas
laden 8PBE

Hilal SJmp 60,88 (a)Keuaagaii
Opial BPX rmp VIP

S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Penyederhanaan Telal selesai Telah selesai Setda (Bag. Setda (Bag.
Penyederhanaari Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Birokrasi Struktur dilaksanakan dilaksanakan organisrasL) I    Organisasi)    I

Organisasi)/transformasi (Penyederhaaan Organisasi) pada Tahun pada Tahun dan
organisasi berbasis kmegadanaglle Struktu r Organsasi) /TransformasiorganisasiberbasisKiner]adanAale 2021dan 2022 2021dan 2022 BKPSDM

S.2I Terimplementasikann.va kebijakan Pelaksanaan Sistem Kerja Pengelolaan Tatalaksana Persentase PD 1 0 0  O/o Setda (Bag. Setda (Bag.
sistem kerja baru dengan model Baru dengaii model flcksibel Pemcrintahan yang Organisasi) Organisasi)

fleksibel bagi pegawai ASN dengan bagi Pegawai ASN melal{srmakan dan
Baik Sistem ker]aterbarusesuaidengankebijakanyangberlaku BKPSDM

S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Pe laksanaan Arsitektur Pengelolaan SPBE Indeks SP13E Diskominfo Seluruh PD
Arsitektur SPBE Nasional SPBE Nasional

S.4 Terinplementasikannya Sistem Pelaksanaan Sistem Pengelolaan e- Pengelolaan I  Aplikasii Setda (Bag. Setda (Bag.
Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas KmeH`a government di aplikasi SAKIP Organcasi) organisasi)

Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Instansi Pemerintah yang lingku ngan pemerintah melalui SIJAGOR dan
Berbasis Teknologi lnformasi yangMendorongPeningkatanAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah terintegrasi daerali provinsi Diskominfo

S.5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengu atan implementasisistempengendalianinternpemerintali(splp) Penyelenggaraan SPIPyangefektif Skor SPIP 3 Inspektorat Seluruh PD   )
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Sa.areLn (Inmediate Outcome)
Kegiatan Utama(BerdaearkanPermenpanREHo,3Th2023)

Kegiatan UtanaPemkabSanggauyangHendukungKeglayanUtamaRoadMapNeliopal

Indilator Kine  .a Ba.Cline 2022 Target 2023

Unit/Saturn KedaPelahan&

I)Utama(IKU)

Koordin&tor Pelaksana

Pengu atan Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Persen tase Tindak 100 100 Diskominfo Seluruh PD
Pengadu an Masyarakat Kepada MasyrakatmelaluiSP4NLAPOR Lanjut PengaduanMasyarakat

Penguatan UpayaPencegahanKorupsi Pembinaan danPengawasanterhadapIntegntasPelayananDaerahmelaluiMCP Skor MCP 83,40 85 Inspektorat Seluruh PD

S.6 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola Harmonisasi Produk Jumlal Produk Setda (Bag. Seluruh PD
dan Regulasi Kebijckan Publik Hukum Daerah Hukum DaerahyangHarmonis Hukum)

Pelalcsanaan Pembentukan Program Pembentukan Jumlah Peraturan Setda (Bag. Seluruh PD
Peraturan Perundangan - Peraturan Daerah Daerah Kab. Hukum)

undangan (Propemperda) Sanfflau
Jumlah PeraturanBupatl

I

Setda (Bag.Hukum)

I    SeluruhpD   ;
S.7 Meningkatnya ku alitas pengelolaan Pelaksanaan Arsip Digital Peningkatan Kualltas 54,45 I60 DKP I    Seluruh pD

arsip digital dan data statistiksektoral Pengelolaan Kerarsipan PengelolaanKaersipan

I

I

S.8i Pelaksanaan Data Statistik Penyelenggaraan Persentase OPD
I                  100%i

1 0 0 O/o Diskominfo     t    Seluruh pD(   i
Sektoral Pembinaan danPengelolaanintegrasidatastatistiksektoralPemerintahDaerah yangmenggunal{andatastatistikdalamperencanaanevaluasi

Me ningkatnya ku alitas pengadaan Penguatan Pengadaan Tata Kelola pengadaan Indeks Tata kelola 70 80 Setda (Bag. Seluruh pD   i
barang dan jasa pemerintah, Barang dan Jasa Barang /Jasa Pengadaan PR')

pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Barang dan JasaPemerintchan

Penguatan Pengelolaan Melakukan Jumlch data BPKAD Scluruh PD   (
Keuangan dan Aset pengembangan terhadapaplikasiSIMBADA(SistemlnformasiManjemenBarangMilikDaerah) asset PemkabSanggauyangdapatdialtsessecaraonlme      i
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Sa.aran (Inmediate Outcome)
KegiataJI UtaJna(BerdasarkanPermenpanRENo.3Th2023)

Keglatan UtanaPeDkabSanggauyangHendukungK®glayanUta]naRoadMapNasiond

Indilator Kineq.aUtama(IKU) I   B-line2022
I     Target2023

Unit/Saturn KebaPelaJEsana

Koordinator  I   Peldrana

SS 2 : BudfLy& Birokra.i BerAKHLAK dengaa ASH yfLng Prole.ioDd

Indilator SS 2 : Nilal Employer Branding ABN, IadelE. BerAKHLAK, Nllri Survei Penilaian
IndehaBerckhial 60'6 65 Setd& One.Or8mi8a4l' Seluruh PD

Integrlta., Nilal Surtrei Kepuaean Ma.yaralEat Indoh Kepua.anHa.yaraJ[at 89,53 95 Setda (Bag.organlsaiii) Seluruh PD

S.1 Terwuj udnya percepatan Penataan J abatan Peningkatan Persentase

I

BKPSDM BKPSDMi
transformasi j abatan fu ngsional Fungsional Profe sionalitas Pej abatFungsional PejabatFungsionalSesuaiDenganStandartKompetensi|Jabatan

S.2 Tcrselenggaranya manaj emen talenta Penguatan Manaj emen Penilaiari Kompetensi Jumlch ASN yang BKPSDM BKPSDM
ASN yang efektif dan erisien Talenta ASN ASN dinilalKompetensi

S.3 Terwujudnya percepatan Pengembangan Jumlali ASN yang I BKPSDM BKPSDM
peningkatan kapasitas pegawai ASN Kompetensi ASN menckuti Diklat

Jumlah alumnipengembangankompetensiteknis BKPSDM BKPSDM

Sertifikasi,Kelembngaan,PengembanganKompetensiManajerialdanFungsional Jumlah AlumniI'engembanganKompetensiIMFu:J:::gnian    , BKPSDM BKPSDMI

S.4 Terwujudnya rekru tmen pegawai Pemenuhan Kebutuhan Jumlah formasi 369 Formasi 2.254 Formasi BKPSDM BKPSDM
ASN yang efektif dan efisicn ASN Pengadaan

S.5 Terwuj udnya percepatan Menmgkatnya Persentase BKPSDM        i BKPSDM
transformasi digital manajemen ASN Pengelolaan SistemInformasiKepegawaian Peningkatan        IPe;:set[e°:an,Kepegawaian

S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan Pengelolaari Kinelja Pegawal Peningkatan Kmelja Persentase BKPSDM        I BKPSDM
ASN yang adil, 1ayak, dan berbasiskmerja ASN                                                    Pegawalil Pegawal ASN yangBerlunerjaBalk
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Sa.arab (Inmediate Outcome)
Kegiatan Utain&(BerdaearkanPermenpanRBNo.3Th2023)

Kegiatan UtamaPemhabSanggauyangMendukufigKegiayanUtamaRoadMapNasional

I   d.I  t     K.       . B-line 2022 Target 2023

Unit/SatuPelts Ian'

n  I  a or    iner.aUtrma(IKU)

Koordinator P,

S.7 Meningkatnya kepatuhan terhadap Penguatan Sistem Merit Perumu san Bahan Persentase BKPSDM E

sistem merit dan sistem manajemen Kebij akan Pengadaan Peningkatan
ASN ASN Kmei]a Aparatur

Pelaksanaan Core Values Internalisasi Pelaksaan Indeks Berakhlak 60,6 65 Setda (Bag. Se
ASN Budaya Kerja ASNBerakhlak Organisasi)

Pelaksan a,all Pelayanan Survei Kepuasan lndeks Kepuasen 89,53 95 Setda (Bag. Se
Publik Prima Masyarakat Masyarckat Organicasi)
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3.2.    Penetapan Tema dan Target Reformasi Blrokrasi Tematik

Reformasi  Birokrasi   Tematik  dirumuskan   untuk  menjawab  tuntutan
percepatan dampak konkrit  RB  terhadap  isu yang ada di  hilir,  yaitu  capaian
Pembangunan    Nasional.    Pelaksanaan    RB   Tematik   tersebut   tidak   akan
terwujud I.ika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Selain  itu,   Reformasi  Birokrasi  Tematik  juga  merupakan  upaya  dan
sarana bagi  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  dalam menjawab dan mengatasi
akar    permasalahan     tata    kelola    pemerintahan     /debottjenec.fa.ng/    guna
mempercepat tercapainya  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  pembangunan  serta
terwujudnya  kondisi  yang  diharapkan  masyarakat.  Adapun  tema  reformasi
birokrasi  tematik yang akan  menjadi  fokus  percepatan  reformasi  birokrasi  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau meliputi :
1)  Pengentasan Kemiskinan.

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan
pengentasan  kemiskinan  yang  ada  dan  telah  menggunakan  sumber  daya
yang    besar    dapat    berdampak    optimal    terhadap    penurunan    angka
kemiskinan.    RB   Tematik   pengentasan   kemiskinan   akan    mendukung
keberhasilan  pengentasan  kemiskinan  dengan  berfokus  pada  aspek  tata
kelola    pengentasan   kemiskinan.    Secara    spesifik,    hal    tersebut   dapat
dilakukan   penguatan   sinergi   dan   kolaborasi   melalui   perbaikan   proses
bisnis,     perbaikan     data,     perbaikari     regulasi/kebijakan,     penyediaan
dukungan   teknologi  dan   informasi,   serta   reformulasi  program/kegiatan
agar lebih tepat sasaran.
Adapun logical framework pengentasan kemiskinan Pemerintah  Kabupaten
Sanggau sebagai berikut :
a)   Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;

Dalam hal ini,  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  bergerak  intensif untuk
meningkatkan   pemenuhan   ketahanan  pangan   (sembako,   BLT,   PKH),
meningkatkan pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi yang layak huni,
meningkatkan   akses   pelayanan   pendidikan   dan   kesehatan   melalui
beasiswa    dan    jaminan    kesehatan    daerah,     serta    meningkatkan
pemberdayaan perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat.

b)  Peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam  hal ini,  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  bergerak intensif dalam
meningkatkan   promosi   investasi,   meningkatkan   keterampilan   tenaga
keia, serta meningkatkan perekonomian sektor koperasi dan UMKM.

c)   Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau bergerak intensif melalui
peningkatan   kualitas  pembangunan   desa,   peningkatan   infrastruktur
dasar dan akses, serta peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi.

2)   Peningkatan lnvestasi.
RB  Tematik  peningkatan  investasi  ditujukan  untuk  mewujudkan  kondisi
iklim   investasi  yang  kondusif  sehingga  memiliki  daya  saing  masuknya
investasi  dengan  memperkuat  penerapan  orrmjbus  Zcito dan  meningkatkan
indeks    daya    saing    /competitt.LJeriess    indejc/.    RB    Tematik    peningkatan
investasi  akan  mendukung  peningkatan  investasi  dengan  berfokus  pada
aspek  tata  kelola  peningkatan  investasi  melalui  perbalkan  proses  bisnis,
perbaikan   data,    perbaikan    regulasi/kebijakan,    penyediaan    dukungan
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teknologi  dan  informasi,   serta  reformulasi  program/kegiatan  agar  lebih
tepat sasaran.

3)  Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
Secara   umum,   pelaksanaan   Reformasi   Birokrasi   Tematik   Digitalisasi
Administrasi    Pemerintahan    ditujukan    untuk    menciptakan    birokrasi
tangkas   dan   pelayanan   publik   berbasis   digital.    Dukungan   reformasi
birokrasi  tematik  pada  digitalisasi   administrasi  pemerintahan   berfokus
akan  diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan  nasional,
seperti penanganan stunting.

4)  Pengendalian lnflasi
Dalam    rangka    mendukung    pembangunan    ekonomi    nasional    pasca
pandemi,
maka perlu upaya lebih dengan mewujudkan birokrasi yang secara adaptif
menjawab   tantangan   tersebut   melalui   perbaikan   reformasi   birokrasi
tematik
pengendalian     inflasi    yang    mendukung    optimalisasi     kebijakan     4K
pengendalian  inflasi  yaitu  Keteljangkauan  Harga,  Ketersediaan  Pasokan,
Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
RB  Tematik  pengendalian  inflasi  merupakan  salah  satu  altematif  upaya
yang dituj ukan untuk Pemerintah Kabuapten Sanggau dalam pengendalian
inflasi   pangan    di   daerahnya   dari   aspek   tata   kelola   pemerintahan.
Pendekatan   dilakukan   melalui   perbaikan   perencanaan   penganggaran,
proses  bisnis,  SDM,  IT,  Inovasi  dan  Pengawasan  terhadap  implementasi
strategi 4K Pengendalian Inflasi di daerah.
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BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1.    Pelaksanaan Reforrnasi Birokra§i
Dalam   upaya   percepatan   Reformasi   Birokrasi   agar   dapat   berjalan

dengan  balk,   Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  telah  membentuk  tim  yang
berperan   untuk   menggerakkan   dan   mengelola   Reformasi   Birokrasi   agar
seluruh  rencana  aksi  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  target  dan jadwal
yang telah ditentukan.  Adapun tim reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten
Sanggau antara lain :
1)  Tim Pengarah

a.  memberikan arahan kepada Tim Pelaksana;
b.  menetapkan Road Map Reforlnasi Birokrasi;
c.   melakukan  sosialisasi  dan  intemalisasi  tentarig  reformasi  birokrasi  di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
d.  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  Reformasi

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2)  Tim Pelaksana

a.  melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi  Nasional
dan para pihak terkait;

b.  melaksanakan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
c.   melaksanakan  fungsi  monitoring,  pengendalian  dan  evaluasi  Reformasi

Birokrasi General;
d.  melaporkan    hasil    kerjanya   kepada   Pengarah    Reformasi    Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3)  Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi General

a.  menyusun   rencana   dan   program   pelaksanaan   reforlnasi   birokrasi
general tingkat instansional;

b.  melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional
dan para pihak terkait;

c.   mengusulkan   kepada  Tim   Pengarah   tentang  program   dan   kegiatan
reformasi birokrasi general tingkat instansional;

d.  memfasilitasi    perangkat    daerah    dalam    mendukung    pelaksanaan
Reformasi Birokrasi general tingkat instansional;

e.   melaksanakan  fungsi  monitoring,  pengendalian  dan  evaluasi  Reformasi
Birokrasi General;

e.   melaporkan   hasil   kerianya   kepada   Ketua   Tim   Pelaksana   Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

4)  Kelompok Kelja Reformasi Birokrasi Tematik
a.  menyusun   rencana   dan   program   pelaksanaan   reformasi   birokrasi

tematik   meliputi    pengentasan    kemiskinan,    peningkatan    investasi,
digitalisasi administrasi pemerintahan, dan pengendalian inflasi;

b.  melakukan  konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional
dan para pihak terkait;

c.  mengusulkan   kepada  Tim   Pengarah   tentang  program   dan   kegiatan
reformasi birokrasi tematik;

d.  memfasilitasi perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tematik;
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e.   melaksanakan  fungsi  monitoring,  pengendalian  dan  evaluasi  Reformasi
Birokrasi Tematik;

f.   melaporkan   basil   keljanya   kepada   Ketua   Tim   Pelaksana   Refonnasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

4.2.    Mekanisme Monltoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Monitoring   pelaksanaan   Reformasi   Birokrasi   Pemerintah   Kabupaten

Sanggau  dilakukan  dalam  tingkatan  lingkup  unit/satuan  keija  dan  lingkup
Pemerintah  Kabupaten  Sanggau.  Monitoring dilakukan  sebagai  sarana  untuk
menilal  rencana  aksi  yang  dituangkan  dalam  Road  Map  reformasi  birokrasi
apakah telah berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana
telah ditetapkan.  Dari proses monitoring akan dilakukan berbagai koreksi dan
catatan  yang  menjadi  pedoman  dalam  memperbaiki  pelaksanaan  Road  Map
Reformasi  Birokrasi  kedepannya,  sehingga  tidak  terjadi  lagi  kesalahan  dan
kegagalan   dalam   pelaksanaannya  dan  target-target  yang  telah   ditetapkan
dapat    tercapai.    Pelaksanaan    monitoring    dilaksanakan    dengan    metode
beljenjang, diantaranya adalah :
I )   Monitoring dan Evaluasi tingkat Perangkat Daerah

a.  Pertemuan   rutin  Tim   Reformasi   Birokrasi  dengan   Perangkat  Daerah
untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian
yang     perlu      dilakukan      untuk     merespon     permasalahan      atau
perkembangan lingkungan strategis.

b.  Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
c.   Pengukuran     target     kegiatan     dan     program     reformasi     birokrasi

sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
2)   Monitoring dan Evaluasi tingkat Kelompok kelja

a.  Pertemuan    rutin    dengan    pimpinan    unit/satuan    kelompok    kerja
reformasi    birokrasi    untuk   membahas    kemajuan,    hambatan   yang
dihadapi,   dan   penyesuaian   yang   perlu   dilakukan   untuk   merespon
permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

b.  Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
c.   Pengukuran   target-target   sasaran   Reformasi   Birokrasi   sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
Selanjutnya, evaluasi akhir terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di

Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  dilakukan  dalam  rentang waktu
tertentu yang ditetapkan  oleh  Pengarah  atau  Ketua Tim  Pelaksana  Reformasi
Birokrasi berdasarkan arahan/ kebijakan dari tim evaluator nasional. Evaluasi
dilakukan    setiap    tahun    oleh    Inspektorat    Kabupaten    Sanggau    untuk
selanjutnya   menyampaikan    hasil    evaluasi    ke   Tim    Pengarah    Reformasi
Birokrasi   Pemerintah    Kabupaten   Sanggau   dan   Tim   Reformasi   Birokrasi
Nasional  (TRBN) .

Evaluasi   dilakukan   untuk   menilai   kemajuan   pelaksanaan   reformasi
birokrasi di lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Sanggau  berdasarkan  rencana
aksi  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  tindak  lanjut  hasil  monitoring  yang
dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan reformasi Birokrasi.  Hasil evaluasi
diharapkan   dapat  ditindaklanjuti   untuk   kemajuan   pelaksanaan   reformasi
birokrasi di tahun-tahun berikutnya.
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BABVPE-
Reformasi    Birokrasi    merupakan    suatu    upaya    pemerintah    untuk

mencapai  good  governance yang  harus  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh
dan   tidak   boleh   ditunda.   Kepercayaan   Masyarakat   tergadap   Pemrintah
Kabuapten   Sanggau   harus   terus   dibangun   agar   dapat   dibangun   tata
pemerintahan yang baik. 0leh krena itu , Pemerintah Kabupaten Sanggau telah
komitmen   untuk   melaksanakan   reformasi   birokrasi   secara   bersungguh-
sungguh dengan lebih terukur.

Penyusunan   dokumen   Road   Map   Reformasi   Birokrasi   Kabupaten
Sanggau  merupakan  bentuk  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  di  Kabupaten
Snaggau yang telah disusun di dalam satau kesatuan dalam bentuk dokumen.
Dokumen   ini   berisi   mengenai   arah   kebijakan,   kectatan   dan   aktivitas
pelasanaan   reformasi   birokrasi   yang   mengacu   pada   Peraturan   Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Refomiasi  Birokrasi  Nomor  3  Tahun
2023  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2020  Tentang  Road  Map
Reformasi   Birokrasi   2020-2024.   Dimana   di   dalam   dokumen   Road   Map
Reformasi   Birokrasi   ini   juga   menjelaskan   arah   pelaksanaan   Reformasi
Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan pendekatan tujuan
Reformasi Birokrasi Nasional.

Pit. BUPATI SANGGAU,

ITD

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.  KEPALA BAGIAN HUKUM,

Henn da Yuli
Pembina Tingkat I

NIP.  19750709  199903 2 006
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LAMPIRAN  11  PERATURAN  BUPATI
NOMOR        :    26  TAHUN  2023
TENTANG    :    PERUBAHAN     ATAS     PERATURAN

BUPATI   NOMOR   4   TAHUN   2020
TENTANG  ROAD  MAP REFORMASI
BIROKRASI                       PEMERINTAH
KABUPATEN     SANGGAU     TAHUN
2020-2024

RENCANA AKSI REFORI\4ASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAII KABUPATEN SANGGAU TAIIUN 2023

No KeglatanUtama IKU Target2023 Rencaa. Ahl I                            Output
Target An88aJun Ualt/SILtuem kerjaPel,hone

I     saturn Indllator TW1 TW2 TW3 TW4 Total KoordinatorI P®laLlana

1 Tingkat Tingkat 100 Penyederhanaan 1Oz, Persentase j abatan 100 loo

I

Setda (Bag. Sctda (Bag.
Implementasi Implementasi Birokrasi yang dilakukan Organisasi) Organisasi)
PenyedcrhanaanBirokrasi PenyederhanaanBirokrasi (PenyederhaaanStrukturOrgancasi)/TransformasiorganisasiberbasisKineriadanArile

ii

I:ter:yket:errhanaan

&  BKPSDMI

2 Tingkat Indeks SPBEI 2.8 1.  Mengelolalayanan      I   Jumlah / Jumlah Dokumen Ii I-I

I

1 i Rp  166,611,464iI DiskominfoI Diskominfo
subdomaln hosting2.Pembeliarilisensinanadomam3.Koordinasistakeholder

I    Dokumeni

PenatalaksrmaandanPengawasanNanaDomaindanSubDomaindalaniPenyelenggaraanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota
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No Ke8iatanUtana IXUI
Target2023(I RenciLJ). ^bi

Output Target An88ar&n Unit / Saturn KeTjaPelak.ana

I     Saturn
Iadilator TW1 TW2 TW3 TW4 Total Koordimtor Peldrana

Melaksrmakanpengasrawanterhadappenyelenggaraansistemjaringanintrapemerintalidaerali I           Unit Jumlal SistemJaringanlntraPemerintahDaerah 3 3 Rp  I,622,190,239 Diskominfo Diskominfo

Melakukanpenatalal(saan danpengawasrme-govermentdalampenyelenggaraanpemerintahdaeralikabupatensanggau

)5:£jfelII

Jumlah DokumenHasilPenatalaksanaaridanPengawasrmE-GovermentdalalnPenyelenggaraanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota 1I 1 Rp 52,868,890I Diskominfo DiskominfoI

Melakukanpemelinaraanperalatanpendukungkeglatanpengembanganaplikasidanprosesbisnispemerintahanberbasiselektronik
I         unit

Jumlah Aplikasi danProsesBisnisPemerintalanBerbasisElektronikyangDikembangkan 3 4 '4

14

15 Rp  84,833,141 Diskominfo
I  Diskommfo

Menyusunpelaksanaan kegiatanpengembangandanpengelolaansumberdayateknologoinformasLdankomunikasipemermtalidaerali Jumlall /DokumenI Jumlah DokumenPelaksrmaanPengembangandanPengelolaanSumberDayaTeknologiInformasidanKomunikasiPemerintahDaerah

I

1 1 Rp  27,106,925 Diskominfo Diskominfo

3 Nilai SAKIP Nilai  SAKIP 66 Pencanangan PD Jumlali Perjanj ian 43 43
I         Rp94,167,163

Setda (Bag. Seluruh
komitmen kmerjameLaluipeq`anjLankmerja Kinerj a yangdisusunolehPemerintahDaerahdanPD Organisasi) PD
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No Ke8iatanUtama IKU Target2023 Reacana Atsi
Output Target Aaggaran Unit/Satuan KerjaPelaksana

Saturn Indihator TW1 TW2 TW3 TW4 Total Koordinator Pelahaana
Melakukakan O/o Persentase 35 35 30 loo Setda (Bag. Seluruh
pengukuran kinep'asecaratriwulanterhadapperjanjiankmerjayangditetapkanmelaluiSistemlnformasiJaringanOrganisasi(SIJAGOR1 pengukuran kmerjayangdilakukanPDsecaraberkelanjutan Organisasi) PD

Menyu sun Pelaporan Jumlall / Jumlah Laporan 43 43 Setda (Bag. Seluruh
hierja sesual denganpedomanyangtelahditetapkandenganmemperhatikansistematikapenyusunanlaporankineria Dokumen kinerja yangdisusunolehPemerintahD aerahdanPD Organisasi) PD

Pengu atan serta 0/o Persentase 50 50 loo Setda (Bag. Seluruh
pembinaan terkaltimplemetasiSAKIP dilingkunganPemerintahDaerahbalkmelaluisosialisasi,bimtekdandiklatyangdiadakanolehPemkab,PemprovdanKementerianPANRB pembinaan danpembinaanSAKIPolehPemkab,PemprovdanKemenPANRB or8anisasi) PD

Evaluasi atau Reviu Jumlall / Jumlah Laporan 43 43 In§pektorat Seluruh
TPI ( APIP) terhadapimplementasiAKIPPemerintahDaerahdanPD Dokumen Hasil Evaluasi dariTPI(APIP)terhadapimplementasiSAKIPPemdadanPD PD

4 TransformasiMPPDigital Konsolidasi petugasfrontdeskdanadmm/petugasgera] Kegratan Jumlah Pertemuan 1 1 1 1 4 DPMPTSP DPMPTSP

Pemeliharaan Kegiatan Julnlah Pertemuan 1 1 2 Rp20,000,000 DPMPTSP DPMPTSP
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No Ke8i&tanUtama IKU Target2023 Rencana AJE.i i                         output Target AJ188-aJ) Uait/Saturn KelJaPelaJpatla

Saturn Indihator TW1 TW2 TW3 TW4 Total Koordinator Pelahoana
Perangkat Jarmgan
Pelaporan PelayananPLlblik LaporanI Jumlah Laporan 3 3 3 3 12 DPMPTSP DPMFTSP

Rapat lco ordinasidenganperangkatdaerahterkait Laporan Jumlah Laporan
I

I

DPMPTSP DPMPTSP

So sialisasi Pe layananPerizinanSektorKesehatan Laporan Jumlah Laporan 1 I_ 1 DPMPTSP DPMPTSP

5 Tingkat Skor SPIP 3,60I Penguatan JumlahI Jumlah hasil 13 27 27 Inspektorat
•      Seluruh

Maturutas SPIP lmplementasimanajemenrisikounitkerja pemetaan risiko danpermasalalianpengawasanunitkerja PD             i

Persentase Persentase 35 65 65 Inspektorat Seluruh

1`%'I

unit kerjadengantmgkatmanajemenrisikominimalBalk PD              I

6I Tingkat Tindalc Persentase loo Meningkatkan Dokumen Jumlah Dokumen 2 2          i Rp 33.352.970 Diskominfo    i Seluruh
LanjutPengaduanMasyaraltat(LAPOR) Tindak LanjutPengaduan

i

koordinasi serta Hasil MonitoringOpinidanAspirasiPublik PD
melakukan monitoringkepadaseluruhPerangkatDaeraliterhadaptindaklanjut:e:n:8za£=tyang  I
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No KegiatfLnUtam& IXU Target2023 Rencana Jhei
Output Target AnggrranI Unit/Saturn KefjaPelak8a]ia

I     Saturn Indihtor TW1 TW2 TW3 TW4 Total Koordinator Peldrana
7 Indeks Kualitas Indeks kualitas 50 Fasilitasi produ k Produk |Jumlah Produk 4 4

II

Setda (Bag. Seluruh
KebijakanPublik kebijakandaerah hukum daerah sesua]standarpembentukanprodukhukumdaerahprodukpengaturanmaupundalanprodukpenetapandalampenilalanIKK

rukumI

Hukum yangdifasilitasidalaniIKK Hukum) PD

8 Indeks lndeks 65 Fasilitasi dalam I   Dokumen, Jumlah Produk 6 6 24I 37 73 Setda (Bag. Seluruh
Reformasi reformasi penilaian dan berkas Hukum dalan Hukum) PDI
Hukum hukum pengukuraninstrumenuntukmengukurreformasihukumdenganmelakukanidentifikasidanpemetaanregulasi,reregulasidanderegulasiaturan,danpenguatansistemregulasi,melakukankoordinasidandanmengikutisosialiasiyangdilakcanakanolehKanwilmenkumham

rDataI
Penilaian , InformasiHukulndanJDIHyangdifasilitasidalamIRH.

9 TingkatDigitaliasaiArsip IndeksPengelolaanArsip 53 Pembinaan/PenerapanSrikandi PerangkatDaerah( Jumlali PerangkatDaerahyangmenerapkanSrikandi 43 43 Rp300,018,624I DKP DKP

Pengawasan lnternalkepadaPerangkatDaerah
I     Laporan

Jumlch LaporanPengawacanKearsipanInternal 20 20 Rp77,610,527 DKP DKP

Pengelolaan arsip             I Berkas Jumlali arsip yangmemilikiretensidibawah10tahunyangdimusnahkan I 1000 1000    I Rp90,286,288 DKP DKP
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No KegiatanUtama IKU Tnget2023 Rencana Akei
Output Target Ang€fLran Unit/Saturn KeriaPeldrana

Saturn Indihator TW1 TW2 TW3 TW4 Total Koordi"tor Peldrana
10 Tingkat Indeks 2,6 Penguatan tata kelola o/a(Persen) Persentase Cakupan 0 Rp.  51.987.775 Diskominfo Diskominfo

Kematangan Pembangunan data pemerintah D ata Statistck
PenyelenggaraanStatlstikSektoral Statistik (Ips) untuk menghasilkandatayangakurat,metalchir,terpadu,dapatdipertanggungjawabkan,mudalidiaksesdandibagrpakalkanantarInstansiPemerintah,melaluiProgram/KegiatanPenyelenggaraanStatistikSektoraldiLingkupDaeraliKabupaten/Kota. Sektoral Dalaln SatuData

11 Indeks Tata Indeks PBJ 80 Peningkatan O/a Persentase ju mlali 50 30 80 152,769,450.00 Setda (Bag. Setda (Bag.
Kelola PEW pemanfaatan sistimpengadaan pengadaan yangdflaksanakansecaraelektronik PEW) PRJ)

Peningkatan O/o Pelatihan dan 40 40 80 292,780,000.00 Setda (Bag. Setda (Bag.
kualifikasi dankompetensiSDM PBJ peningkatankompetensibagiSDMUKPBJ PBJ) PBJ)

Pendanpingan Perangkat Jumlali Perangkat 43 43 292,780,000.00 Setda (Bag. Setda (Bag.
penyusunan rencanaumumpenf[adaan Daerah Daerali yangdid-pingi PE„) PEW)

Peningkatan Jumlali O/oi |Jumlah paket 20 30 40 10 100 152,769,450.00 Setda (Bag. Setda (Bag.
Paket Pengadaari yangdifaksrmakanmenggunakanepurchasing selesaidibandingkanjumlalipalcet al{tifuntukePurchasin£ PBJ) PBJ)

Peningkatan Jumlali O/o Nilai realicasi 40 40 20 100 152,769,450.00 Setda (Bag. Setda (Bag.
Paket Pengadaan yangdilaksrmakanmenRTnakane dibandingkandengannilalRUPuntukeTendering PB.I) PBJ)
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tro Ke8latanUtama
IXU Tnget2023 ReDcana Ahi

Output Target Jin88aran
-ULit/SatuanxerjaPelahaana

Satuap Ifldihator TW1 TW2 TW3 TW4 Total Koordinator Pelahana
tendermg

I

II

1  Peningkatan Jumlali

1%)

Nilai realisasi 20 20 30 30 100 152,769,450.00 Setda (Bag. Setda (Bag.
Paket Pengadaan yangdilaksanaltanmenggrinaltannonetendering dibandingkandengannilalRUPuntukPengadaanLangsungdanPenunjukanLanf!sun£ r`EU\ PBJ)

12 IndikatorKlnerjaPelaksanaanAnggaran Opini BPK WTP Rekon siliasi danVerifika.siPendapatan ,BelanjadanPembiayaanSKPD % (Persen) Persentasekeakuratan datapadalaporankeuanganSKPDtepatwaktu 25 25 25 25 loo Rpl59,089,715.00 BPKAD BPKAD

Koordinasi,Penyusunan LaporanPertanggung)awabanPelaksaanAPBDBulanan,TriwuanandanSemester Laporan Jumlah LaporanRealisasiAPBD 3 3 3 3 12 Rp 160,118,319.00 BPRAD BPKAD

Konsolidasi Laporan             LaporanKeuanganSKPD,BLUDdanLaporanKeuanganPemda
!:=i:iiaporan

1 I Rp405.808.610,OO BPKAD BPKAD

PenyusunanRancanganPerdatentangPertanggungjawabanPelaksanaanAPBDdanRancanganPeraturanKepalaDaerchtentangPenjabaranPertanggungiawabanPelaksanaanAPBD Laporan Jumlali LaporanPerdatentangPertanggungiawabanPelaksanaanAPBDdanParaturanKepalaDaerahtentangPenjabaranPertanggung)awabanPelaksanaanAPBD 2

(

2 Rp342.727.385,00 BPKAD BPKAD        I

Penyu sunan                      ITanggapan/TindakLaniutterhadapLHP Laporan Laporan atas LHPBPK I 1 Rp41.389.460 ,00I BPKAD BPRAD
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No Ke8lataJ1Utama
IKUI

Target2023 Rencana Jusi
I                         output

i                      T-get Anggaran Unit/Saturn KedaPeldeana

Satuan Indihtor TW1 TW2 TW3 TW4 Total KoordlDator PelaJBana
BPK atas LaporanPertanggundrawabanPelaksanaanAPED

13 lndeks Tingkat 67 Peningkatan o/o (Persen)i Persentase Tingkat 20 25 25 30 loo Rpl.879.925.044,00 BPKAD BPKAD
Pengelolaan Aset I  KetertibanAdministrasidanOptimalisasiPengelolaanBarangMilikDaerah ketertiban danketeraturanadministrasidanpenggunaanBarangMilikDaerah KetertibanAdministrasi danOptimalisasiPengelolaanBarangMilikDaerah

14 Tingkat Implementasi 1 Melak-akan

i     KegrafuII

Penerapan i

I

1 BKPSDM BKPSDM
Penerapan Peraturan Kegiatan(I Pelantikan Pejabat Penyederhanan
KebijakanTrnasformasi•Jafung MenteriPendayagunaanAparaturNegaraDanReformasiBirokrasiNomor17Tahun2021tentangPenyetaraanJabatanAdministrasikcDalanJabatanFungsional Administrator kedalanJabatanFungsionall(AhliMadyapadaDPMFTSPKab.Sanggau) Birokrasi

15 Tingkat Implementasi Penilalan Kompetensi Oran8 Jumlali ASN yang

(

BKPSDM BKPSDM
lmplementasiManajemenTalenta ManajemenTalenta ASN dinilal kompetensi

16I Tingkat Implementasi 1 Konsultasi dan Keglatan Penerapam Aplikasi

I

1 1 BKPSDM BKPSDM
ImplementasiKebijakanPengelolaan PengelolaanKinerjaASN Koordinasi PenerapanAplikasie-KineriaBKN E-Kinerja BKN ii

1 Binbingan Teknis Kegiatan Penerapan Aplikasi 1 I BKPSDM I     BKPSDMKmerja ASN Penerapan Aplikasi E-KmerjaBKN E-Kmerja BKN
I

17 Indeks SistemMerit Sistem Merit 250 Melengkapi evidenceyangdiperlukandalamprosesupload Point Penerapan SistemMeriti loo 50 50 50 250 BKPSDM BKPSDM
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H®
Xegivt-Utu, un Tug.t2023 RencanlL Ahi

Output Tor8®t Jin- tJnlt / 8atuaa X®daPel-

8,tuon IBdtht®r TWI dy2 rv3 TW4 Total Xo®rdin,tor Pela-
pada Sipinter dariKASN

18 Indeks Pelayanan Indeks Pelayanan Suney Kepuason Nilai Indeks Kepuacan 90 90 Rp152,896,168 Setda q3ag. Seluruh PD
Publik Publik Maeyarckat PerSemester Maryarakat Organimsi)

19 Pelcks- Indeks 65 Melckukan Sosialisaed Perangkat Judalah PD yang 42 42 Setda q3ag. Seluruh PD
Core Value ASN BerAKHLAK dan intemalisosibudayakel].acore valueBerakhlakleeselunlhPD Daerch menginti sosilafisaridanintemalisamBel'ArmLAK organiansl|

Faditasi pehckErm-surveylndcksBerAKHIAKkeSeluruhASNKab.Sanftau Orang Juulah ASN yangnengikutisurveyindeksBerAKIIIAK 371 371 Setda Gag.Orgarisoa) Selurul PD

Fasilitasi pelckcanaans~eyETapkyeeEngagementkeSeluninASNKab.S-au Oran8 Juulah ASN yangncngikutisurveyEapleyeeEriacnemertl 140 140 Sctda Ong.Orgarisasi) Seluruh PD

20 Penguatan Upaya Survei Pcnnain 77.S Menghinpun Data Perandst Jualch PD yang 42 42 Rp6,869,820 Insepcktomt Seluruh PD
PenceghaKo"psl Integntas Populasi Pegawai(Intcmal)danPenggunaIray-(Ekstemal)dariSeluruhOPD Daerch menyanpajkan dataPopulasilnterruldanEksternal

Melahikan SosialisariPelaks-SPIKepndaReapondenInternal,BkstemaldanEkeper PerangkatDaerch J- PD yangproal[tifikutmensoPelcksun-SETKepedaReapondenInternaldanEksternd 42 42 Insepektorat Seluruh PD
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